Kasus  Penembakan Terhadap Warga Bojonegoro Oleh Petugas Perhutani Bojonegoro, 23 April 2008

KASUS POSISI:

Pada tanggal 23 April 2008, telah terjadi peristiwa penembakan terhadap warga Bojonegoro (pencari kayu bakar /rencek) yang dilakukan oleh petugas Perhutani. Atas kejadian tersebut menimbulkan korban meninggal dunia 2 (dua) orang yakni Sdr. Bambang Sutedja, warga Desa Babat, Kecamatan Kedungadem dan Sdr. Sucipto, warga Dusun Kalikunci, Desa Pejok, Kecamatan Kedungadem. Dan korban luka di bagian leher tertembus peluru adalah bernama Yudiono, warga Desa Babat. 

Pasca kejadian, sore harinya pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Bojonegoro sekaligus menyerahkan sebuah senjata yang digunakannya saat kejadian tersebut. Kepolisian Resort Bojonegoro langsung menetapkan pelaku yang bernama Supriyanto dengan status Tersangka. 

Polres Bojonegoro pun segera setelah kejadian tersebut terjadi langsung membawa jenazah korban itu ke RSUD dr. Sosodoro Djatiekoesoemo untuk otopsi. Sedangkan korban yang luka, di bawa ke RS. Aisyiah Muhammadiyah – Bojonegoro untuk mendapatkan perawatan dan polisi pun langsung mengadakan pemeriksaan terhadapnya.

Para saksi dari warga yang saat kejadian itu berasal dari dua desa yang berbeda. Setelah kejadian tersebut, para saksi mengalami kondisi mental yang labil, sebab pihak Perhutani menuduh mereka saat kejadian itu, para saksi itu sedang mencuri kayu. Sehingga tersebar stigma itu ke seluruh masyarakat Bojonegoro bahwa para saksi itu adalah para pencuri kayu atau sering dikenal dengan istilah blandong dan tidak hanya itu para saksi maupun korban saat kejadian, dikabarkan telah melakukan penyerangan terhadap petugas Perhutani.

Dengan kondisi seperti itu, para saksi (warga) menjadi ketakutan. Namun, setelah mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, seperti LBH Surabaya, WALHI JATIM, dan Tim Bantuan Hukum dan HAM dari PDI-P Bojonegoro serta Aliansi Solidaritas Untuk Masyarakat Bojonegroro. Akhirnya, para saksi (warga) menjadi siap secara mental sebagai saksi, guna memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan, pendengaran dan peristiwa yang dialaminya saat kejadian tersebut agar kasus ini dapat terungkap dengan baik dan benar dengan tujuan memperoleh rasa keadilan.

Adapun rangkaian penanganan kasus tersebut, yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya – Jawa Timur, tersusun sebagai berikut:

AKTIFITAS PENANGANAN KASUS

1. Hari Selasa, tanggal 29 April 2008

LBH Surabaya mempersiapkan pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 9 (sembilan) orang warga dari Dusun Kalikunci, Desa Pejok dan Desa Babat yang didampingi dari Tim Bantuan Hukum dan HAM dari PDI-P Bojonegoro, dalam hal ini bermaksud hendak meminta bantuan hukum dan perlindungan hukum. Dalam peremuan ini, dihadiri pula dari beberapa jejaring LSM antara lain: WALHI Jatim, Kontras Ad Hoc Jatim, Masyarakat Bantuan Hukum (MBH) Jatim, Lembaga Hukum dan Keadilan Indonesia (LHKI) serta perss. Dan, dalam kesempatan itu pula hadir beberapa Kommisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) antara lain adalah: Nur Kholis dan Syafrudin Ngulma. 

Warga yang hadir dalam pertemuan itu, memberikan testimoni atas peristiwa tragedi penembakan yang terjadi di Alas Sekidang petak 16 pada tanggal 23 April lalu itu. Mereka juga memberikan gambaran skema saat kejadian tersebut. Warga pun meminta agar KOMNAS HAM untuk segera datang ke Kabupaten Bojonegoro, guna memberikan peringatan kepada pihak aparat kepolisian yang diindikasi oleh warga mengarah berpihak kepada Perhutani. Serta memberikan perlindungan hukum kepada para saksi dan keluarga korban sebab ada bentuk tekanan-tekanan terhadap warga dengan maksud agar warga tidak memberikan keterangan sebagai saksi dengan ancaman mereka akan dilaporkan dengan tuduhan tindakan pencurian kayu. Warga pun menginformasikan bahwa seluruh elemen warga yang peduli atas peristiwa tragedi tersebut, diagendakan akan mengadakan unjuk rasa besar-besaran pada hari Rabu, tanggal 30 April 2008 di Bojonegoro, menggugat pihak kepolisian dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Akhirnya, LBH Surabaya dan KOMNAS HAM memberikan kepastian bahwa pada hari Jum’at, tanggal 02 Mei 2008 akan segera datang ke Kabupaten Bojonegoro untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Bojonegoro sekaligus meng-agendakan pertemuan dengan Bupati Bojonegoro.

2. Hari Jum’at, tanggal 02 Mei 2008   

Perlu diketahui bahwa aksi unjuk rasa pada hari Rabu, tanggal 30 April 2008 yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat Bojonegoro berlangsung ricuh dan diwarnai dengan tindakan anarkis, yakni terdapat beberapa wartawan bahkan petugas intel dari Polres Bojonegoro terkena pukulan atas serangan dari orang-orang yang mengikuti kegiatan unjuk rasa saat itu dan diduga ada provokasi dari orang luar.

LBH Surabaya dan Tim dari KOMNAS HAM saat berjumpa dengan Kapolres Bojonegoro mendapat informasi hal sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi, LBH Surabaya dan KOMNAS HAM tetap pada agenda semula yakni, meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus penembakan itu dan jangan sampai membuat perasaan takut dan resah kepada warga yang menjadi saksi atas peristiwa tersebut. Justru pihak kepolisian harus dapat memberikan perlindungan terhadap para saksi dan keluarga saksi dan/atau korban. Dan segera me-neutralkan stigma pencuri kayu terhadap saksi. 

KOMNAS HAM dan LBH Surabaya – Jawa Timur pun berkesempatan bertemu dengan Bupati Bojonegoro. Pada kesemaptan pertemuan itu, disampaikan kepada pihak Bupati agar memperhatikan pola pengelolaan sumber daya hutan antara Perhutani dengan masyarakat desa sekitar hutan. Disampaikan pula, bahwa yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa penembakan itu sangat diduga kuat adalah persoalan perolehan hasil hutan yang tidak seimbang, masyarakat desa sekitar hutan hanya menjadi penonton melihat hasil hutan berupa kayu jati itu berlalu-lalang dihadapannya tanpa dapat merasakan pula hasil hutan itu. Untuk itu, perlu ada keberpihakan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap masyarakat desa sekitar hutan ini. Bupati Bojonegoro pun menyampaikan bahwa selama ini tidak ada larangan bagi masyarakat desa sekitar hutan untuk mencari kayu bakar (rencek), bahkan masyarakat desa hutan pun juga bisa memperoleh hasil kayu melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Artinya, tidak ada alasan bagi warga desa sekitar hutan dalam mencari rencek itu dituduh sebagai pencuri kayu kecuali terbukti sebaliknya. 

Di hari itu juga, LBH Surabaya dan Tim KOMNAS HAM pun berkinjung ke Desa Babat, Kecamatan Kedungadem untuk memberikan dukungan secara moral dan sekaligus memberikan pemantapan mental kepada seluruh para saksi, agar dikemudian hari saat diperiksa oleh penyidik dapat berjalan dengan lancar. 

Saat itu warga dari desa Babad dan Kalikunci yang mengetahui peristiwa kejadian penembakan itu memberikan keterangan seputar kasus itu dan menjadi bahan awal untuk pembelaan hukum.

3. Hari Sabtu dan Minggu, 03 – 04 Mei 2008 

Sdr. M. Syaiful Aris, S.H. (Direktur LBH – Surabaya) berkoordinasi dengan seluruh saksi warga Desa Babat, untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai hak-hak saksi dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Bojonegoro. Dan, pada hari itu juga para warga mempercayakan kepada LBH Surabaya dengan memberikan kuasa dan menjadikan tim dari LBH Surabaya-Jawa Timur menjadi Kuasa Hukum dari para saksi tersebut, sebab panggilan resmi dari Polres Bojonegoro telah sampai dan diterima oleh para saksi (warga). 

Warga berkumpul di rumah salah satu warga di Desa Babat, kemudian Sdr. M. Syaiful Aris, S.H. (Direktur LBH – Surabaya) memberikan penjelasan bagaimana seorang saksi itu harus bersikap di hadapan penyidik. Intinya, saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan yang ia lihat sendiri, dengar sendiri dan kondisi dan situasi yang dialaminya sendiri. Jika ada pertanyaan dari pihak penyidik yang tidak dimengerti dan tidak jelas maka saksi dapat meminta kepada pihak penyidik itu untuk menjelaskan dari maksud pertanyaan itu. Atau, saksi berhak untuk diam atau tidak menjawab sebuah pertanyaan penyidik yang ia tidak ketahui.     

Warga pun sempat menanyakan, apakah dalam proses pemeriksaan terhadap saksi itu juga akan dikaitkan dngan tuduhan Perhutani yang mengatakan para saksi ini adalah blandong. Pemeriksaan saksi itu, hanya berfokus untuk memberikan keterangan atas peristiwa penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka sesuai dengan surat panggilan dari kepolisian, kalau pun ada pertanyaan dari penyidik menanyakan apakah saksi saat dilokasi adalah mencuri kayu itu terserah saksi mau menjawab hal itu atau tidak, keterangan itu adalah hak saksi.

4. Hari Senin – Selasa dan Kamis, 05 – 06 dan 08 Mei 2008 
Para saksi yakni warga dari Desa Babat telah memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2008. Para warga tersebut terdiri dari: 

1. Nama
: NARI 

Pekerjaan
: Petani 

Alamat
: Desa Babat, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro

2. Nama 
: RATENO

Pekerjaan
: Petani 

Alamat
: Desa Babat, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro

3. Nama
: MUNAHAR

Pekerjaan
: Petani 

Alamat
: Desa Babat, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro

4. Nama
: KEMIS

Pekerjaan
: Petani 

Alamat
: Desa Babat, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro

5. Nama
: SUKRAN

Pekerjaan
: Petani 

Alamat
: Desa Babat, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro

6. Nama
: DIYO

Pekerjaan
: Petani 

Alamat
: Desa Babat, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro

7. Nama 
: LASIDI

Pekerjaan
: Petani 

Alamat
: Desa Babat, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro

8. Nama
: WARAS

Pekerjaan
: Petani 

Alamat
: Desa Babat, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro

9. Nama
: MOCH. KHOIRUL ANAM

Pekerjaan
: Petani 

Alamat
: Desa Babat, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro

Pendampingan Saksi di Polres Bojonegoro

Sesuai surat panggilan dari Polres Bojonegoro pemeriksaan saksi dilakukan  pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2008 hanya 3 (tiga) orang saksi terlebih dahulu, yakni Sdr. Munahar, Sdr. Rateno dan Sdr. Nari. Kemudian dilanjutkan pada esok harinya, yakni hari Selasa, tanggal 06 Mei 2008, Polres Bojonegoro melanjutkan memeriksa saksi-saksi yakni: Sdr. Rulamin, Sdr. Sukran dan Sdr. Dio. Dua hari berturut-turut itu, saksi-saksi ini didampingi oleh kuasa hukumnya yakni Sdr. M. Syaiful Aris, S.H. (Direktur LBH Surabaya – Jawa Timur). Kemudian dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2008, dalam hal ini saksi-saksi yaitu: Sdr. Kemis, Sdr. Waras dan Sdr. Lasdi. Dari proses pemeriksaan tersebut, untuk memperoleh keterangan siapa pelaku penembakan dan bagaimana peristiwa itu terjadi, tetapi ternyata terdapat seorang pembantu penyidik yang dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi itu diarahkan keterangannya bahwa saksi mengakui perbuatannya memasuki hutan tanpa izin itu adalah pelanggaran dan mengambil kayu dengan sembunyi-sembunyi, namun setelah mendapat protes dan keberatan dari kuasa hukum saksi, akhirnya penyidik bersedia mengganti redaksional tersebut. 

5.Hari Selasa, tanggal 27 Mei 2008 
Pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2008, sore hari 2 (dua) orang Pekerja Bantuan Hukum (PBH) LBH Surabaya – Jawa Timur tiba di Dusun Kalikunci, Desa Pejok, Kecamatan Kedungadem, sebab para saksi dari daerah tersebut mendapat panggilan dari Polres Bojonegoro untuk diperiksa pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2008 guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa penembakan di Alas Sekidang Petak 16. 

Pada malam harinya, dua orang Pekerja Bantuan Hukum (PBH) LBH Surabaya – Jawa Timur yakni: Sdr. Athoillah, S.H. dan Sdr. M. Faiq Assddiqi, S.H. diminta warga untuk hadir dalam pertemuan yang sudah dipersiapkan warga yang berkoordinasi dengan LBH Surabaya. Dua PBH ini, lalu memberikan informasi dan pengetahuan hukum terkait dengan hak-hak saksi saat pemeriksaan dilakukan oleh pihak penyidik nantinya. Disela-sela penjelasan tersebut disampaikan, terdapat salah satu warga yang mengatakan sebenarnya ada warga yang dapat memberikan keterangan dan lebih layak menjadi saksi sebab saat kejadian ia relatif dekat dengan para petugas Perhutani saat itu. Akan tetapi, saksi tersebut tidak mau menjadi saksi sebab khawatir dirinya akan dimasukan penjara karena dituduh mencuri kayu, apalagi ayah-mertuanya sedang sakit keras. Sdr. Athoillah, S.H. memberikan penjelasan, bahwa tidak boleh siapa pun di negara ini memaksa seseorang untuk bersaksi. Namun, para saksi yang lain boleh melalui penyidik kepolisian mengajukan nama orang yang dimaksud untuk dipanggil sebagai saksi guna memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

Pada malam itu juga, sesuai dengan pangilan dari Polres Bojonegoro, warga yang dipangil itu berjumlah 5 (lima) orang. Lalu, mereka memberikan kuasa hukum kepada LBH Surabaya dengan menandatangani surat kuasa khusus, para saksi itu antara lain adalah: 

1. Nama
: SUNTORO

Pekerjaan
: Tani

Alamat
: Dsn. Kalikunci, Ds. Pejok, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro

2. Nama
: KASMMUJI

Pekerjaan
: Tani

Alamat
: Dsn. Kalikunci, Ds. Pejok, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro

3. Nama
: WARSONO

Pekerjaan
: Tani

Alamat
: Dsn. Kalikunci, Ds. Pejok, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro

4. Nama
: SUTRISNO

Pekerjaan
: Tani

Alamat
: Dsn. Kalikunci, Ds. Pejok, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro

5. Nama
: SAMINO

Pekerjaan
: Tani

Alamat
: Dsn. Kalikunci, Ds. Pejok, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro

Kemudian, esok harinya, hari Selasa, tanggal 27 Mei 2008. dua PBH LBH Surabaya dan para saksi langsung berangkat menuju ke Polres Bojonegoro. Sesampainya di sana, di ruang Kanit II Bpk. BRIPKA Kasdi, S.H. pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan. 

Petugas penyidik memberikan informasi kepada PBH LBH Surabaya bahwa para saksi ini tidak ada yang melihat secara langsung kejadian penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan/atau luka-luka. Akan tetapi, kami meng-informasikan kepada petugas penyidik bahwa ada seseorang warga yang mengetahui sesaat setelah kejadian penembakan itu sebab posisi warga tersebut sangat dekat dengan petugas Perhutani yang saat ini telah berstatus tersangka. Mendengar informasi ini, penyidik berjanji akan segera memanggil warga tersebut untuk dipanggil sebagai saksi dan dimintai keterangan. Pemeriksaan para saksi ini dimulai pukul 08.30 – 15.00 WIB.

6. Hari Selasa, tanggal 10 Juni 2008 

Pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2008, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya – Jawa Timur selaku kuasa hukum dari para saksi (warga) atas kasus penembakan terhadap warga di Bojonegoro pada tanggal 23 April lalu mendapat undangan dari petugas penyidik Polres Bojonegoro via telephone untuk menghadiri kegiatan reka ulang (rekontruksi) terkait kasus tersebut diatas yang akan dilaksanakan Pukul: 09.00 WIB.

Mengingat waktu pelaksanaan kegiatan itu pagi hari, maka PBH LBH Surabaya harus berangkat malam hari, tanggal 09 Juni 2008 dan bermalam di rumah salah satu warga di Desa Pejok. Lalu, keesokan harinya, hari Selasa, tanggal 10 Juni 2008 segera berangkat menuju ke Polres Bojonegoro, bahkan PBH LBH Surabaya sempat meng-konfirmasi kehadirannya kepada salah satu petugas penyidik Polres Bojonegoro sedang meluncur ke lokasi. Petugas penyidik itu-pun mengatakan bahwa PBH belum terlambat sebab personil Polres Bojonegoro masih melaksanakan kegiatan apel pagi.

Tepat pukul: 08.30 WIB, PBH LBH Surabaya telah sampai di depan ruangan Kanit II Polres Bojonegoro. Seorang petugas penyidik meminta kepada PBH untuk menunggu di tempat duduk yang telah tersedia. Hampir satu jam berlalu, PBH itu menanti. Tidak lama kemudian seorang petugas penyidik itu memberitahukan bahwa kegiatan reka ulang (rekonstruksi) itu ditunda. PBH LBH Surabaya sempat terkejut dan menanyakan, ada masalah apa sampai kegiatan ini ditunda. Petugas penyidik itu memberian alasan sebab ada perintah pimpinan dari Polwil Bojonegoro memerintahkan seluruh personil anggota Polres Bojonegoro untuk mengikuti test psikologi mengenai penggunaan dan pemakaian senjata api. PBH LBH Surabaya kembali menegaskan bahwa memang hari ini tidak akan ada kegiatan reka ulang (rekonstruksi) tersebut, petugas penyidik itu memberikan kepastian memang kegiatan itu ditunda, jika nanti dilaksanakan LBH Surabaya akan dihubungi dan diundang.  

7.Hari Rabu, tanggal 11 Juni 2008

Betapa terkejut dan kecewanya LBH Surabaya ketika membaca berita di sebuah media massa yang memberitakan bahwa Polres Bojonegoro telah melaksanakan rekontruksi kasus sebagaimana tersebut di atas itu pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2008. Pelaksanaan reka ulang itu dilakukan di lapangan depan Markas Brimob – Bojonegoro.

Dengan rasa kecewa yang mendalam atas tindakan petugas penyidik Polres Bojonegoro tersebut, LBH Surabaya – Jawa Timur lalu melayangkan sebuah surat protes dan keberatan atas pelaksanaan kegiatan rekonstruksi tersebut kepada Polda Jawa Timur, KOMNAS HAM, YLBHI dan Kepala Polres Bojonegoro. Tindakan dari petugas penyidik Polres Bojonegoro jelas perbuatan yang tidak profesional dan membohongi kuasa hukum para saksi yakni profesi advokat, hal ini jelas perbuatan melecehkan tugas-tugas ke-profesian.

Atas dasar sebagaimana tersebut di atas, maka LBH Surabaya meminta kepada Kepala Polres Bojonegoro untuk meminta maaf sebagai representasi dari seluruh personil Polres Bojonegoro, meminta agar kegiatan reka ulang itu dilakukan kembali dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait langsung dengan kasus tersebut sehingga menghasilkan reka ulang yang berimbang. 

8. Hari Kamis, 19 Juni 2008 

LBH Surabaya diundang oleh warga dan teman-teman Solidaritas Masyarakat Untuk Bojonegoro guna membahas strategi advokasi lanjutan pasca BAP terhadap para saksi. Pertemuan itu dilaksanakan pada sore hari, di Dsn. Kalikunci, Desa Pejok, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pertemuan itu dihadiri oleh hampir seluruh para saksi dari Desa Babat dan Dsn Kalikunci dan beberapa warga lainnya serta aparat pemerintah desa masing-masing. PBH LBH Surabaya, yakni Sdr. Athoillah, S.H. dan Sdr. M. Faiq Assiddiqi memberikan penjelasan kepada para saksi mengenai tahapan-tahapan pemeriksaan terkait penanganan kasus tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. 

Bahkan dalam pertemuan itu, LBH Surabaya bersama teman-teman Solidaritas Masyarakat Untuk Bojonegoro merencanakan agenda untuk memunculkan kembali peristiwa kasus ini kepada masyarakat Bojonegoro melalui siaran perss serta akan mengadakan pertemuan dengan aparat penegak hukum dengan maksud agar penanganan ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. 

9.Hari Selasa, tanggal 24 Juni 2008 

Kampanye atas peristiwa kasus sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan mengembalikan perhatian masyarakat Bojonegoro terhadap perkembangan penanganan kasus tersebut. Kampanye itu diselenggarakan melalui media Siaran Perss dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2008 di Bojonegoro. Isi dari siaran tersebut adalah:  

1. Penyidik Polres Bojonegoro dan/atau Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Kab. Bojonegoro) untuk menyeret pimpinan  Perhutani Kab. Bojonegoro diminta pertanggungjawaban pidanannya;

2. Penyidik Polres Bojonegoro dan/atau Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Kab. Bojonegoro) perlu menyertakan beberapa tersangka dalam pemeriksaan kasus ini secara adil;

3. Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Kab. Bojonegoro) melakukan ancaman dakwaan dan tuntutan terhadap seluruh tersangka secara adil sesuai dengan ketentuan peraturan hukum pidana yang berlaku;

4. Meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bojonegoro untuk memfasilitasi masyarakat kawasan hutan khususnya Dsn. Kalikunci dan Desa Babat, Kecamatan Kedungadem memperoleh suasana yang kondusif dan cukup menguntungkan demi kesejahteraan mereka yang tergantung pada pengelolaan sumber daya alam hutan di wilayah Kab. Bojonegoro.

10. Hari Selasa, tanggal 08 Juli 2008 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, melaksanakan kegiatan Diskusi Konflik Kehutanan dengan studi kasus: Penembakan Warga Di Bojonegoro. Dalam diskusi itu dihadiri oleh beberapa perwakilan warga dari Bojonegoro dan jejaring yakni: WALHI Jatim, LHKI dan Masyarakat Bantuan Hukum (MBH) Jawa Timur serta perss. 

LBH Surabaya menyampaikan sebuah catatan kritis terhadap proses hukum yang berjalan terkait penanganan kasus sebagaimana tersebut di atas sebagai pengantar dalam kegiatan diskusi ini. Dalam catatan itu, subtansinya adalah menggugat atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Bojonegoro yang hanya berkutat pada seorang pelaku yakni Sdr. Supriyanto, akan tetapi pihak pimpinan Perhutani Bojonegoro tidak dilibatkan dalam pengungkapan kasus ini. 

Perwakilan dari warga Bojonegoro setelah mengikuti diskusi tersebut, menyampaikan perlu adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum kritis terhadap warga mengingat adanya kemungkinan untuk me-advokasi hak-hak keluarga korban dan masyarakat desa hutan di Bojonegoro.

11. Hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008   

2 (dua) PBH LBH Surabaya, yakni Sdr. Ansorul Huda, S.H. dan Sdr. M. Faiq Assiddiqi, S.H. kembali mendampingi seluruh saksi berjumlah 14 (empat belas) orang di Polres Bojonegoro guna memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan tambahan guna memenuhi petunjuk yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

Dalam pemeriksaanyang diagendakan sesuai dengan surat panggilan semestinya dilakukan pukul : 08.00 WIB, dimana para saksi (warga) semuanya telah datang tepat waktu. Namun, berhubung mekanisme pemeriksaan ini akan dikonfrontir dengan keterangan dari 6 (enam) orang saksi (mandor) dari Perhutani, para saksi diminta menunggu mereka sebab ban kendaraan yang digunakan 2 (dua) orang saksi (mandor) Perhutani itu bocor. 

Sampai pukul: 14.00 WIB, belum ada kejelasan kehadiran dari 2 (dua) orang saksi (mandor) Perhutani itu, sedangkan 4 (empat) orang (mandor) Perhutani yang lain sudah berada di Polres Bojonegoro. Lalu, PBH LBH Surabaya meminta dengan tegas agar penyidik dapat memulai pemeriksaan terhadap saksi, sebab mereka sudah meluangkan waktu dan biaya untuk memenuhi panggilan kepolisian ini. Akhirnya, petugas penyidik itu menyetujui dengan 4 (empat) orang (mandor) Perhutani dan 14 (empat belas) saksi (warga) keterangannya dikonfrontir. Dimana subtansi keterangan yang dikonfrontir itu adalah terdapat keterangan dari para mandor Perhutani yang menyatakan bahwa para warga saat kejadian itu melakukan penyerangan, sedangkan keterangan para warga (saksi) mengatakan tidak ada bentuk perlawanan apa pun. Sampai selesainya pemeriksaan tersebut para pihak baik dari mandor Perhutani dan warga tetap bersikukuh pada keterangan semula. 

Pemeriksaan itu berakhir tepat pukul: 15.30 WIB, dan dalam kesempatan itu juga PBH LBH Surabaya itu sempat meminta klarifikasi mengenai pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan pada tanggal 10 Juni yang lalu. Petugas penyidik itu memberikan penjelasan, memang terjadi kesalahan manajemen waktu dan tidak semaptnya menghubungi LBH Surabaya sebab perintah dari atasan yang sangat cepat dan harus segera dijalankan, lalu petugas penyidik itu memohon maaf atas kejadian tersebut. Lalu, Kanit II Bpk. BRIPKA Kasdi, S.H. menyatakan mengundang LBH Surabaya dan mengharap agar seluruh saksi dari warga itu semuanya hadir dalam pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi atas kasus tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008 di lapangan depan Markas Brimob – Bojonegoro.     

Lampiran Kliping Media:

1. Penembakan di Bojonegoro
LBH Surabaya Tuding Polisi Tidak Transparan
09 Juli 2008


suarasurabaya.net| Proses penyidikan yang dilakukan Polres Bojonegoro atas kasus penembakan pencari rencek (kayu bakar) oleh Polisi Kehutanan Perhutani akhir April 2008 lalu di tepi sungai Alas Sekidang, Sinderang Mbareng, Kecamatan Sugihwaras, Bojonegoro dinilai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya berjalan tertutup. 

Arah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Bojonegoro menurut LBH tidak jelas karena justru mengarahkan kasus pada dugaan pencurian kayu yang dilakukan oleh para korban, bukan penembakan yang dilakukan oleh oknum Perhutani menyebabkan 2 petani tewas dan seorang lainnya luka-luka. 

ATHOILLAH Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya pada suarasurabaya.net, Selasa (08/07) mengatakan dalam pemberkasan kasus, penyidik juga masih berkutat pada pembuktian penembakan lewat keterangan saksi. Dalam penembakan itu memang tidak ada saksi korban yang melihat langsung penembak, namun lanjut ATHOILLAH, menjadi sangat janggal ketika sang penembak dan yang ditembak sama-sama sudah mengaku, penyidik malah mencari pembuktian penembakannya. 

Reka ulang kasus yang digelar di Mako Brimob Bojonegoro, ujar ATHOILLAH, juga janggal dan terkesan tertutup. Apalagi tim dari LBH Surabaya yang datang sempat dibohongi pihak Polres Bojonegoro mengatakan bahwa reka ulang ditunda. Kenyataannya, setelah tim dari LBH Surabaya kembali ke Surabaya, reka ulang tetap dilakukan. 

Kejanggalan lain adalah dilakukannya praktik impunitas oleh kepolisian karena pelanggaran administrasi perijinan senjata api yang saat kejadian sudah habis tidak diproses secara pidana umum. Selain itu HARMONO selaku Administratur Perhutani KPH Bojonegoro yang seharusnya ikut bertanggung jawab dalam kejadian ini ternyata tidak tersentuh sama sekali. 

“Dengan tertutupnya proses hukum dan terjadinya praktik impunitas ini, rakyat sebagai korban akan tetap menjadi korban. Hukum sebagai alat untuk mencari keadilan tidak akan berfungsi,” ujar dia. 

Sementara itu AKBP AGUS S. HIDAYAT Kapolres Bojonegoro saat dikonfirmasi suarasurabaya.net membantah semua tudingan LBH itu. Menurutnya, dalam menangani kasus penembakan oleh oknum Perhutani ini, pihaknya tetap netral dan mengedepankan aspek legalitas. 

“Kalau para saksi dan tersangkanya tidak menunjuk pimpinannya terlibat, mosok pimpinannya harus kita jadikan tersangka juga?” kata AGUS. 

Ia menegaskan penyidiknya tetap berkonsentrasi menangani kasus ini sebagai kasus penembakan, bukan pencurian kayu seperti yang dituduhkan LBH Surabaya. Masalah digunakannya Mako Brimob sebagai tempat reka ulang pun, ujar AGUS, tak lebih dari sekedar pertimbangan keamanan saja. 

Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kasus ini sempat dikembalikan Kejaksaan Negeri Bojonegoro karena dianggap kurang lengkap. Baru Senin (07/07) kemarin, penyidik Polres Bojonegoro mengembalikannya dengan sejumlah perbaikan, diantaranya digunakannya pasal-pasal Undang-undang Darurat yang mengatur tentang senjata api dan bahan peledak.(edy)

2. LBH dan LSM Bojonegoro Desak Polisi Periksa Pejabat Perhutani
Selasa, 24 Juni 2008 | 18:59 WIB 
TEMPO Interaktif, BOJONEGORO:Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan koaliasi sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Bojonegoro, mendesak Kepolisian Resor setempat, memeriksa pejabat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perhutani Bojonegoro.

Menurut mereka, pejabat di instansi itu bertanggung jawab atas insiden berdarah, penembakan oleh Supriyanto, 34 tahun, seorang polisi hutan, yang menewaskan Bambang Sutedjo, 28 tahun, dan Sucipto, 31 tahun. ‘’Kami minta agar kepala Perhutani Bojonegoro diperiksa,’’ kata Wahid, salah seorang anggota koalisi, pada acara jumpa pers di Bojonegoro, Selasa siang (24/6).

LBH dan koalisi juga mempertanyakan mengapa Supriyanto, yang sudah dijadikan tersangka, diijinkan tetap menggunakan senjata api jenis semi otomatis yang sudah mati ijin penggunaannya sejak Agustus 2007. ‘’Berarti, ka nada yang memberi izin. Maka seharusnya polisi memeriksa pimpinan tersangka,’’ kata Wahid pula.

Polisi juga didesak menggunakan Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang kepemilikan senjata api dalam perkara Supriyanto. Saat ini, Supriyanto hanya dikenakan pasal 338 KUHP. ‘’Kami berharap jaksa harus korektif atas pengenaan pasal dalam perkara tersebut,’’ kata Ketua LBH Surabaya, M Syaiful Aris. Sujatmiko
3. Penembakan Warga Sekidang Bukan Pembunuhan Biasa 

Rabu, 25 Juni 2008 - 04:33 wib

OkeZone.com

BOJONEGORO - Sejumlah LSM, organisasi mahasiswa PMII dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) menyertakan pasal UU Darurat dalam kasus Sekidang. Pasalnya, penembakan oleh mantri hutan Sekidang, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro hanya menyertakan pasal pidana umum.
    
Menurut Direktur LBH Surabaya, M Syaiful Aris, kasus penembakan dua warga Kecamatan Kedungadem hingga tewas itu, seharusnya memasukkan UU Darurat nomor 12 tahun 1951, karena tersangka Supriyanto menggunakan senjata api (senpi) yang masa izinnya sudah habis. 

"Kita mendesak itu. Karena, pembunuhan itu terjadi lantaran sistem yang ada," terangnya, Selasa (24/6/2008).
    
Dia menjelaskan, kasus tewasnya masyarakat sekitar hutan ditembus peluru polisi hutan itu tidak bisa dilihat hanya kasus pembunuhan biasa. Pasalnya, dalam UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terutama pasal 68-70 menyebutkan, hak masyarakat mengelola hutan. 

"Jadi, kasus itu bukan pidana biasa," tegasnya.
    
LBH yang mendampingi korban penembakan itu, mendesak penyidik maupun kejaksaan memeriksa atasan Supriyanto yang melakukan penembakan. Karena, keberadaan tersangka tidak mungkin sendirian, apalagi saat kejadian ada tujuh rekannya. 

"Tapi kenapa tersangka hanya satu," terangnya.
    
Solidaritas Masyarakat untuk Kedungadem (SMUK) yang terdiri dari sejumlah LSM di Bojonegoro, PMII, dan LBH Surabaya membuat pernyataan bersama mendesak polisi dan kejaksaan juga memeriksa Adm KPH Bojonegoro Harmono. Selain itu, Perhutani juga harus memperhatikan keluarga korban yang ditinggalkan. 

"Selama ini keluarga korban tidak pernah mendapatkan santunan apapun," kata Wakhid Hasyim, aktivis LAIK Bojonegoro. 
    
Selain itu, pendamping korban juga meminta Pemkab dan DPRD memediasi korban untuk kelanjutan kehidupan keluarga korban. Karena masyarakat hanya dijadikan obyek saja oleh pengelola hutan tanpa dilibatkan.(Nanang Fahrudin/Sindo/hri)

4.Radar Bojonegoro 

[ Rabu, 02 Juli 2008 ] 

Berkas Sekidang Dikembalikan 

Karena Tak Cantumkan UU Darurat 

BOJONEGORO - Kejari Bojonegoro mengembalikan berkas kasus penembakan di kawasan hutan Sekidang, Kecamatan Kedungadem, kepada penyidik kepolisian. Kejari menilai berkas tersebut belum lengkap. Salah satunya adalah karena tak dicantumkannya UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Senpi) dan Bahan Peledak.

''Kami berharap kepolisian menyertakan UU Darurat. Sebab, izin senpi yang digunakan tersangka Supriyanto sudah mati,'' kata Kasi Pidum Kejari Sutiknyo kemarin.

Dia mengungkapkan, pengembalian berkas bernomor B-14/0.5.16EP./VII/2008 dari kejari kepada penyidik Polres Bojonegoro itu juga disertai catatan. Antara lain, meminta penyidik kepolisian memeriksa saksi ahli forensik. Ini untuk mengetahui dan memastikan jarak tembak antara tersangka dengan korban.

Sebelumnya, lanjut Tiknyo, berkas itu dikirim polres pada 19 Juli dan diterima kejari pada 23 Juli. Setelah dipelajari, ternyata pasal yang terapkan hanya 338 KUHP tentang Pembunuhan. ''Penerapan pasal itu terlalu sempit. Sehingga jaksa mengembalikan berkas kepada polisi untuk disempurnakan,'' tuturnya. Alasannya, senpi yang dipakai tersangka izinnya sudah habis sejak Agustus 2007.

Kapolres Bojonegoro AKBP Agus Sariful Hidayat mengakui pasal yang dikenakan kepada tersangka tidak menyertakan UU Darurat. 

Sebelum pengembalian berkas itu, LBH Surabaya, Aliansi Mahasiswa dan LSM di Bojonegoro mendesak penyidik memeriksa pejabat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perhutani Bojonegoro. Menurut mereka, pejabat Perhutani juga bertanggung jawab atas insiden berdarah tersebut. ''Kami minta kepala Perhutani juga diperiksa,'' kata Wachid Hasyim, salah satu aktivis yang melakukan pendampingan kasus itu. 

Kasus penembakan itu terjadi Rabu (23/4) sekitar pukul 11.15. Dalam insiden itu, dua pencari rencek, Bambang Sutedjo, 28, dan Sucipto, 31, warga Desa Babad Kidul dan Desa Pejok, Kecamatan Kedungadem tewas tertembus peluru yang dimuntahkan Supriyanto, Mandor Perhutani. Serta Yudiono, korban yang tertembak pada leher yang berhasil diselamatkan. (dim)
1

